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- Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 18

| © Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, perlu

~ ditetapkan - Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai rincian lebih lanjut dari

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
daerah tahun anggaran 2008 -

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
: -~ Daerah-daerah Kabupaten dalam hngkungan Propinsi Jawa
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
S ~ Bangunan (Lembaran ‘Negara Republik Indonesia Tahun 1985
. , : * Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
: R Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
" Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara  Republik Indonesia
- Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Repubnk

-Indonesia Nomor 3569)

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

' Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

. Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan

" Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republ:k
Indonesia Nomor 4048);

;4. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan

©  Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik

’ * Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3688); - '



. }»:‘Undangv-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

-‘ Negarga yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi  dan
~Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
-Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851); -

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara |
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355); ' : o

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389); | |

Undang-Undang Nomor 15 Tahun ,2004 teritang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10.

11.

12,
13,

14.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421); ,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 128 Tahun 2008 tentang Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik I[ndonesia Nomor 4844); :

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peérimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138); o



15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 '»Tahun 2001 tentangRetribusi

~Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia -

Nomor 4139); .

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali -
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

18.

19.

20.

Nomor 4574); s .

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575); ’ L

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576); ,

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah

~(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,

21,

22.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesta Nomor4578); B g '
Peraturan Pemetintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PelBipotdi
Keuangan dan Kinefja Instansi Pemerintah (Lembaran Négard
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

23.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 ,
Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah; : :



Menetapkan : "PERATURAN BUPATI  TENTANG PENJABARAN o

PERTANGGUNGJAWABAN  PELAKSANAAN  ANGGARAN -
- PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN V2008

S Pasal1

'Laporan reahsasu }anggaran tahun anggaran 2008 terdm atas

o 1. Pendapatan

SR ,'2 Beianja

i 3 Pémbia‘v);ééh‘:‘. -

- a. Pendapatan Asli Daerah ', o Rp 64 470 676 168 00 |
~b.DanaPerimbangan =~~~ - Rp. 676.134.340.568,00
C. Lam-lam Pandapatan yang Sah ‘V.th 30 760 000. 000,0

- a. Belanja'Tadak Langsung S E
- 1) BelanjaPegawai - Rp..419.105.214.276,00 T

Jumiah Pendapatan . 771 365 016 736 oo |

2) BelanjaBunga Rp 70875046400 . .

~ 3)Belanja Subsidi . ~ Rp. - 70,000.000,00 -
- 4) Belanja Hibah. = - Rp.. 11.628460.00000 .
~ _ 5) Belanja Bantuan Sosaal - Rp.. 38511.937.26000 . =
~ . 6) Belanja Bagi Hasil e Rp.'? 3.169.695.710,00 -
. 7) Belanja Bantuan Keuangan “'Rp. 40.744.405.055,00
o 8) Be!anja Tidak Terduga Lo jf_Rp.,-, o 000 -

. »)
T3

b. Be!anja Langs'ung ML | |
1) Belanja Pegawan S Rp 32 588 755 151 00
- . 2) Belanja Barang dan Jasa - Rp. 76.420.609. 929 00
" 3) Belanja Modal ‘RD 149 886 535. 905 00

| Rp 51393846275500 S

" Ro. 258, 895 900. 985,00

Jumlah Belanja I ; Rp 772. 834 363 740, 00 e

S“fp'"S’(Defs't) ‘fif'. o “(Rp 1469 347 00400) ” ,;'

A Penenmaan . o . bj va 11 5 779 858 047 00
A b Pengeluaran ST ~Rp._ 10528 205475 00 -

AT Jum!ah Pemblayaan Neto E '} Rp 105 251 652 572 00 '» .
B ‘Stsa Ieblh pembsaYaan anggaran tahun berkenaan o RP 103. 782 305 558 00 RN

Pasalz TR

o ﬁ_?‘" Rlngkasan Iaporan realnsasn anggaran sebagatmana dlmaksud dalam Pasal 1 tercantum S

| - dalam Lamplran l Peraturan Bupatl ini.

Pasal 3

| R:ngkasan !aporan reahsaSI anggaran sebaga;mana dlmaksud dalam pasal 1 dmncu,“‘._-" B

o lebuh lanjut ke dalam penjabaran Iaporan realnsaSn anggaran N
: \_ :



. , } Pasal 4 ,
» Pen]abaran Iaporan realssaSI anggaran sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 3

tercantum dalam Lamplran il Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Lamplran sebagaimana dtmaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan baglan yang
tidak terp:sahkan dari Peraturan Bupatl ini. : ,

| Pasal 6
Peraturan Bupatl ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan
Agar setlap orang mengetahumya memenntahkan pengundangan Peraturan Bupatl lm ;
"dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar o :
,Ditetapkan di Karanganyar ‘
 padatanggal 15 Agustus 2009

* BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH,S.Pd.,M.Hum

Dlundangkan di Karanganyar
Pada tanggal .......c.ccceveeennen

'SEKRETARIS DAERAH KABUPA'f_'EN KARANGANYAR

| ! kAéTde bs o ! |
| ,BER!TA DAERAH IU\BL“’ATEN KARANGANYAR 'H-\HUN 2605 MbmoR s



“»

: Dlundangkan di Karanganyar

; Pasal 4
Penjabaran Iaporan realisasi ‘anggaran sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran Il Peraturan Bupati ini. .

: : Pas;;\l 5 _
Lampiran sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang
ttdak terp:sahkan dari Peraturan Bupati ini. »

Pasal 6
Peraturan Bupatu :nl mulan berlaku pada tanggal dlundangkan
Agar setlap orang mengetahumya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupata ini

dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Karanganyar.

| Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 15 Agustus 2009

BUPATI NGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI NANINGSIH,S.Pd.,M.Hum -

~ Pada tanggal .........................

SEKRETARIS DAERAH

BYPATEN KARANGANYAR



